PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR ““TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15
Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019
tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Dearah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2018-2023;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana
dimaksud perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
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Mengingat
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11.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19435, | |

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia,
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan
Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi  dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 :Ta‘.‘:ﬁﬁﬂg_

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Camf' '
Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Daerah - dan’

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan '.Pembangunaﬂ S

Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah 3-?’1‘0?1’1187; g
Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9); L

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ’i:ent&ng R@n{:aﬁa;_

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi'
Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran. Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 teimang_ L
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi ' -
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kahmantan-- o
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah

diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Da@rahg' Lo
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedu& atas -
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun = 2016 “tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat' Daerah  Provinsi =
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan =
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaraﬁ Daemhﬁ L

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 teniano Rencana'.'-" B
Pembangunan Jangka  Menengah = Daerah = Provinsi =~
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah -

Provingi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor -2} -~
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomior = -

1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daersh.
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka -
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018< = =
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun -~ .

2021 Nomor 1, Tambahan Lembazan Daerah vammf:' :
Kalimantan Barat Nomor 1}); o

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tem’tang- .:.'; S
Penetapan Rencana Strategis Pezaﬁgkat Daerah di oo
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat: Tahun’;_---__-'._-': S
2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Kahmantan Barat Tahun = .
2019 Nomor 16) sebagaimana telali diuhah dengan Peraturan -
Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas: -
Peraturan Gubernur  Nomor 15 Tahun 2019 . ten’taﬁg_*f“;- S
Penetapan Rencana Strategis Pe:angkat ‘Daerahdi
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun® S
2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat T&hun" RS B

2021 Nomor 34);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018-2023.

Pagall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tehun 2019 Nomor 16} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15
Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Dearah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 34) diubah sebagai

berikut:
Ketentuan Pasal 2 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi arah

kebijakan Perangkat Daerah dan kewenangan, program dan kegiafan -

pembangunan disertai kerangka pendanaan dalam rangka pelaksanasn

urusan pemerintahan wajib, dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif, -

(2) Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pedoman perencanaan untuk masa 5 (lima) tahun.

(4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakaﬁ
oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan
RKPD.

(5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat program, kegiatan,
lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju yang disertai
indikator kinerja pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah. 7=
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(6) Sistematika Renstra Perangkat Daerah .Tahun 2(}18 202@ Sebagaimanajf"f i
dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:; ' ' '

a. Bab I Pendahuluan;

&

Bab II Gambaran Pelayanan Pez”afs‘zgka‘iﬁ' Déerah;‘

Bab Iil Permasalahan dan Isu Strategis;

o o

Bab IV Tujuan dan Sasaran:
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;

f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;

o

g. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan cia’in L
h. Bab VIII Penutup.

(7) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daeral Pembahan fseba&mmaﬂa'.; e

dimaksud pada avat (2) dilakukan pemfesualaﬁ dan perubahan &ehmgga_ﬁ_--"f'_ e

menjadi sebagaimana tercantum d;alam Lampn an yang mempakm1 bagzan e

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 1T

Peraturan Gubernur ini mulai beriaku pada tanggal diun'dan'gkai‘i'

Agar setiap orang mengetahmnya, memermt&hkﬁn penwundangan Pem‘tm"an ;:3_'_'- s

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Bez ita }Z}aemh vamsz I&ahmanian L

Barat.

D1tetapkan e:h Fenﬁaﬂala -
pac%a tangg al gAY z_ 2@21

f{}UEERNUR KALEMANTAN BARA’E‘ é Con

CSUTARMIDJT

Diundangkan di Ponaaﬁak _
pada tanggal 2u ) 2021

SEKRETARIS DARRAH |
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A l.. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR -




